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ABSTRAK

Penegakan ketenteraman dan ketertiban umum Kabupaten Lamongan
dilakukan oleh PPNS Satpol PP Kabupaten Lamongan dengan berpedoman Perda
Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Ketenteraman dan Ketertiban
Umum. Akan tetapi, masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh PKL dan
pengemis. Dari permasalahan tersebut memunculkan rumusan masalah yakni
bagaimana efektivitas PPNS Satpol PP dalam penegakan Perda Kabupaten
Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 dan bagaimana peran PPNS Satpol PP dalam
penegakan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 menurut siyasah
dusturiyah.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian
empiris dengan melakukan observasi dan wawancara dengan PPNS Satpol PP
Kabupaten Lamongan yang didukung data sekunder berupa buku atau jurnal terkait
dengan PPNS Satpol PP. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan
undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach). Analisis data pada skripsi ini menggunakan analisis kualitatif dan model
deduktif.

Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah peran PPNS Satpol PP Kabupaten
Lamongan dalam penegakan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007
belum sepenuhnya efektif karena setelah masa pandemi covid-19, PPNS Satpol PP
mengedepankan penegakan secara non yustisial. Alasan PPNS Satpol PP
Kabupaten Lamongan mengutamakan penegakan secara non yustisal adalah
Pemkab Lamongan memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk
memulihkan ekonominya, perintah Bupati untuk mengutamakan penegakan secara
non yustisial, dan‘Pemkab Lamongan belum mempersiapkan {tempat resmi untuk
PKL berdagang. Dari perspektif sivasah dusturiyah, peran PPNS Satpol PP dalam
penegakan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 sangat penting untuk
mewujudkan kemaslahatan seluruh masyarakat Lamongan.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah penegakan Perda Kabupaten Lamongan
Nomor 4 Tahun 2007 yang dilakukan PPNS Satpol PP Kabupaten Lamongan belum
efektif dan hampir sesuai dengan siyasah dusturiyah. Saran untuk PPNS Satpol PP
Kabupaten Lamongan adalah PPNS Satpol PP lebih aktif lagi dalam melaksanakan
tugasnya sebagai penegak hukum di daerah. Dengan penegakan hukum yang baik
maka menghasilkan ketenteraman dan ketertiban umum yang didambakan
masyarakat. Penegakan hukum yang baik bisa menaikkan kepercayaan aparat
penegak hukum termasuk PPNS dihadapan masyarakat.
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